Menimbang: a.

Mengingat :

KEPALA DESA LUMINDAI
KOTA SAWAHLUNTO

PERATURAN DESA LUMINDAI
NOMOR 06 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA

1.

DESA LUMINDAI KECAMATAN BARANGIN
KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LUMINDAI,

bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
serta memperkuat permodalan bagi BUM Desa Lumindai
perlu dilakukan penyertaan modal;

bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Ir}donesia
Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan
Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal
17 bahwa modal BUM Desa bersumber dari kekayaan desa
yang dipisahkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan -
Desa tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa
Lumindai;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah  Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ktzuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286 . :



oL

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 téntang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438) ;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran , Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentaing Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat I1
Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3423); :

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6' Tahun
2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peratyran Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
A Trnhitvn IN1A tantana NMacn (T armharan Nacoara Raniihlils
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168 ,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang - Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,
Pengurus dan Pengelola’dan Pembubaran Badan Usaha Milik
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
296);

Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 46); |



Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUMINDAI
Dan
KEPALA DESA LUMINDAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA
LUMINDAIL

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah Desa Lumindai.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lumindai. '

3. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya.

4. Keuangan Desa adalah stmua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

5. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi -
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan desa.

6. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer* melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat. °

9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan
yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja -
Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

" 10.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

11 Kekavaan Desa adalah barang milik desa vang berasal dari kekavaan asli '&



desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. .

12.Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa
yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usahadainnya
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan
Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

14.Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari
Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam
Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh
Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.

15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Lumindai kepada BUM Desa

Lumindai Saiyo adalah;

a. Meningkatkan kemampuan permodalan BUM Desa Lumindai Saiyo
sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

b. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Desa Lumindai;

c. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Desa Lumindai.

BAB III
BENTUK DAN BESARAN PENAMBAHAN MODAL

Pasal 3

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Lumindai kepada BUM Desa
Lumindai Saiyo ditahun 2019 adalah berupa uang tunai sebesar Rp.
250.000.000,00- (dua ratus lima puluh juta Rupiah)

Pasal 4

Besarnya Modal Pemerintah Desa Lumindai didalam BUM Desa Lumindai
Salyo secara keseluruhan berjumlah Rp. 250.000.000,00- (dua ratus lima
puluh juta Rupiah), yang berasal dari DD (dana desa) di tahun 2019 sebesar A



pembiayaan di tahun 2019 sebesar Rp. 250.000.000,00- (dua ratus Tlima
puluh juta Rupiah). :

BAB IV
HASIL USAHA ATAS PENAMBAHAN MODAL

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa Lumindai berhak memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha
(SHU) BUM Desa Lumindai saiyo sesuai ketentuan yang tertuang dalam -
AD/ART Bum Desa Lumindai saiyo

(2) Bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh atas Modal Pemerintah
Desa Lumindai didalam BUM Desa Lumindai Saiyo secara langsung
merupakan komponen pendapatan Desa yang dimasukkan dalam APB
Desa

BAB YV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6 1

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lumindai.

Ditetapkan di Lumindai
pada tanggal, 01 November 2019

PJ. KEPALA DESA LUMINDAI,

e

ARVENRIADI, S.Sos
NIP. 19690602 199403 1 0p7

Diundangkan di Lumindai
pada tanggal, 01 November 2019

SEKRETARIS DESA LUMINDAI,

SYAIR NANDI

TEAMDIDDADAN MDA TTIIMINTAT MALITTIRT DNATNO RIARIMAT



